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ABSTRAK -

CATATAN : -

Untuk Mewujudkan optimalisasi dan efektifitas pelaksana tugas Dokumentasi
dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu
jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab
untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang
dibutuhkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
dipandang perlu untuk penataan dan pengelolaan produk hukum internal
maupun eksternal Pada Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimatan Tengah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan
Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 692); Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943); Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata
Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan 11 November 2023
dan ditetapkan tanggal 11 November 2023;






